KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 345 TAIUN 2015
TENTANG
PENETAPAN LZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIY AH NAHDHATUL UMAM

DENGAN RAHMAT TUITAN YANG MAHA ESA

MENTERT AGAMA REPUBLIK INIONESTA,

henimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan skses pendidikan madrasah yang
bermutu, perly memberikan kesempatan masyarakatl melalui organisasi
berbadan hukum unwk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan:

b. bahwa madrasah vang tercantum dalam keputusan ini felah memenuhi
parsyaratan administrail, whnis dan kelavakan yang telah ditetaplan;

c. bahwa berdasarkon pertimbangan schagaimana dimaksud dalam huruf =
dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tontang
Penctapan lzin Operasional Pendirian Madrasah htidaiyah Nahdhatul
Limam Kabupaten Circhon;

Mengingat ;L Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sisiem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 78,
Tambahan Lembaran Neoara Republik Tndonesia Momor 4301 );

b2

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentme Guru dan Dosen
{Lembaran Ncgara Repoblik Indonesia Tahun 2005 MNomor 157,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Womor 4386);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 teplang Standar Nasional
Pendidikan (Lembiaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Nceara Republik Indonesia Nomor 4496)
sehaoaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Talun
2013 fenlang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nusional Pendidikan ([Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2013 Nomeor 71, lambaban Lombaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 54105

4. Peraluran Pemerintahh Nomaor 47 Tahun 2008 tentang Wajibh Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negsra Republik Indonesia Tahon 2008
MNemor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesin Nomor
48037

5. Perstoryn  Pomerintah Namor 48 Tahun 2008  tentang  Pendanaan
Pendidikan {Lembaran Nepgara Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864

6. 'eraluran .. _,,W



6, Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tuhun 2008 tentang Guew (Lembaran
Nepara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4941 );

7. Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2000 tentang Pengzelolaan dan
Penvelenggarsan Pendidikan (Lembaran Nepgarn Republih Indonesia
Tahun 2010 XNomor 23, Tambahan Tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150} sebugaimana telah divbah dengan Peraturan
Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubihan Alas Peraturan
Pemerintah  Nomor [7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penvelengearsan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2000 Nomaor 112, Tambahan Lembaran Degara Eopublik
Indoncsia Nomor 3137}

8, Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
Sarana dan Prasarana Unluk Sckolah  DasarMadrasah  Ibtidaival.
Sckolah  Mengngah  Pertama™adrasah  Tsanawiyah, dan Sekolah
BMenengab Atas/Madrazah Alivah;

%, Peraturan Menteri Pendidikan Masional homor 15 Tabkun 2010 wnlang
Standar  Pelavanan  Minimal  Pendidikan  di  Kabupaten/Kota
sabacgaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomer 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nemor 15 Tohun 2010 tentane Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/iKota;

|0, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 (Ceolang Standar
Kompetensi Lulusan dap Standar [si Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah;

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penoowais
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesiy Tabhun 2012 Nomor 206) schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
entang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomeor 2 Tahun 2012
lentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sakolah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
£81);

12, Peraturan Menten  Agama  Nomor 90 Tahun 2012 weniong
Penvelenggaran  Pendidikan Madrasah  (Tlerita Negara Republik
Indonesia Telwn 20003 Nommor 13825,

emperhatikan @ 1. Mota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Momaor; NOMIOA02442015 Tanggal 17 April 2015;

b

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Cirebon Nomor: Kd. 10.092/2P.00,4/2329/2014 Tangesl 08 Desember
2014,

MEMUTUSKAN ;.. ._,5}



A

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETICA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERTI AGAMA TENTANG PENETAPAN [ZIN
OPERARIONAL PENDIRIAN MADRARAH IBTIDAIYAH
NAIIDITATUL UMANL

Memberiken  izin operasional pendirian  madrasah kepada  madrasah
schagaimana  tercantum dalam  lampiran yvang merupakan bagian ridak
wrpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 (yfek) Takem, Kepala Madrasal yang bersangkutan

waiby

& menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama yang memuar paling sedikit perkembangan jumlah
peserla didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
surana. prasatana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan
tenaga kependidikan; dan‘atan

b. mengajukan pendaftaran wisiasi akroditasi sekolah/madrasah kepada
BAP-8/M sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal periembangan madrasah schagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huru? a  dinilal  momenuhi stasdar pulayanan minimal
penyelenggaraan  pendidikan  dunfatau  hasil  akreditasi  sebagaimana
diaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal €. maka
izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap
berlaku,

Dalam hal perkembanzan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Dilctum
KEDUA  hurul a  dinilai  memenuhi  standar  pelavanan  minimal
penyelenggaraan  pendidikun  dan/atau  hasil  aloeditasi schagaimana
dimaksud Dikum KEDUA hurut b tidak mendapat peringkat minimal ¢,
maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikium KESATU
dicabut.

Eeputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan,

Dhtetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2013

ANMUNTERI AGAMA RLPUBLTE INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
e KEMENIERIAN AGAMA
A ERAN CSPROVINST JAWA BARAT,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 343 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDHATUL UMAM

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN LZIN OPERASTONAL

1 | Nama Madrasah | Madrasah Ibtidaivah Nahdhatul Umam
2 | Nomor Sialistik Madrasah 1112320501 52
3| Alamal Madrasah ). Pondok Pesantren Blok |

Dhesa Kempelk

Kecamutan Gempol
Kabupaten Cirebon

Provinsi Jawa Baral

4 | Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Ma'had lslamy Kempeky

|3 | Akl Notaris Organisasi Penvelengeara  Solichin, SH.. M.Kn.
Mo, 187 Tangeal 13 Mef 2013

6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi AHU-3011.AH.01.04, Tahoun 2013
Penyelengeura Tangeal 19 Juli 2013

Ditctapkan di  Bandung
pacla tanggal 21 April 2015

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
=== KEMENTERIAN AGAMA
S L0 PROVINST JAWA BARAT,
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